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 This research aims to determine the implementation of the rules of Laisa li> 
'Irqin Z{alim H{aqqun and the use of gasab land. This research uses descriptive 
qualitative (non-statistical) research methods in the form of library research 
to obtain the necessary data, namely based on phenomena that occur in 
society, using normative, philosophical and fiqh approaches. The results of 
the research show that the implementation of this rule shows that injustice 
does not result in the perpetrator being given the right to the injustice he has 
committed. So whoever seizes land and then grows crops or builds buildings 
in it, he has no right to own it by paying for it or leave it by paying something 
similar unless the owner of the land is happy with the planting or construction 
carried out by the usurper. It is hoped that the implications of this research 
will be able to provide benefits and provide additional knowledge for the 
community in particular and Muslims in general to be careful in using 
property that does not belong to them, especially using gasab land or land 
belonging to other people. 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kaidah Laisa li> ‘Irqin 
Z{alim H{aqqun dan pemanfaatan tanah gasab. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dalam bentuk penelitian 

pustaka (library reseach) untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu 

berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, menggunakan metode 

pendekatan normatif, filosofis, dan pendekatan fikih. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa impementasi kaidah ini menunjukkan tentang kezaliman 

tidak menjadikan pelakunya di berikan hak terhadap kezaliman yang dia 

lakukan. Maka barangsiapa merampas sebuah tanah kemudian dia bercocok 

tanam atau membangun bangunan di dalamnya maka dia tidak berhak untuk 

memilikinya dengan membayarnya ataukah meninggalkannya dengan 

membayar hal yang semisalnya kecuali pemilik tanah rida terhadap 

penanaman atau pembangunan yang dilakukan oleh perampas tersebut. 

Implikasi dari penelitian kali ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan 

menjadi pengetahuan tambahan bagi masyarakat secara khusus dan kaum 

muslimin secara umum agar berhati-hati dalam pemanfaatan harta benda yang 

bukan miliknya lebih khususnya pemanfaatan tanah gasab atau tanah milik 

orang lain. 
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PENDAHULUAN 

 

Tanah merupakan aspek penting yang melengkapi salah satu kebutuhan manusia 

yaitu tempat tinggal. Di antara berbagai banyak kebutuhan manusia, tempat tinggal 

menjadi hal yang diprioritaskan dalam pengadaannya. Hal ini sejalan dengan firman 

Allah Swt dalam Q.S. An-Nahl/16: 81. 

ُ جَعَلَ لَكُمْ   نَ الْْبَّالّ اكَْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَراَبيّْلَ تَقّيْكُمُ الْْرََّ وَسَراَبّ وَاللّهٰ لًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مّٰ يْلَ  مَِّا خَلَقَ ظّله
لّكَ يتُّمُّ نعّْمَتَه عَلَيْكُمْ   لَعَلَّكُمْ تُسْلّمُوْنَ  تَقّيْكُمْ بََْسَكُمْ ۚ كَذه

Terjemahannya: 

Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia 

menjadikan bagi kamu tempat-tempat tertutup (gua dan lorong-lorong sebagai tempat 

tinggal) di gunug-gunung. Dia memnjadikan pakain bagimu untuk melindungimu dari 

panas dan pakaian (baju besi) untuk melindungimu dalam peperangan. Demikian Allah 

menyempurnakan nikmat-nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-nya)1  

Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup secara sistematis dan tepat, 

dan menjelaskan mengenai kedudukan tanah sebagai pokok urgensi dalam melengkapi 

kebutuhan hidup. Berbagai macam cara digunakan dengan media tanah untuk 

menyambung hidup, misalmya bertani dan berkebun. 

Harta merupakan karunia Allah Swt. untuk umat manusia, ia bagaikan perhiasan 

yang bisa menambah indahnya kehidupan di dunia, ia merupakan suatu hal yang selalu 

dipikirkan manusia, bahkan banyak orang yang mengorbankan tenaga dan pikirannya 

untuk memproleh harta sebanyak-banyaknya. Banyak manusia yang beranggapan bahwa 

orang sukses adalah orang yang mampu mengumpulkan pundi-pundi harta sebanyak-

banyaknya, orang belum disebut sukses jika belum mempunyai banyak harta.2  Islam 

mengakui bahwa eksistensi harta sangat penting untuk mendukung penyempurnaan 

hidup manusia, yaitu mempermudah penemuan kebutuhan di dunia dan pelaksanaan 

ibadah baik yang ritual maupun sosial, bahkan jihad salah satunya harus dengan harta. 

Oleh sebab itu, Islam melalui Al-Qur’an dan hadis memberikan tuntunan mengenai 

harta, agar manusia bisa memosisikan harta dengan benar untuk meraih keselamatan dan 

kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana tujuan aktivitas ekonomi Islam.3   

Akan tetapi masih banyak manusia yang belum paham tentang kedudukan harta 

dalam pandangan Islam, banyak manusia yang berlomba-lomba dalam mendapatkan 

keuntungan yang banyak sehingga tidak sedikit orang yang mengambil hak-hak orang 

 
1Kementerian agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Bandung: Cordoba 2017), h. 276. 
2Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press), h. 9. 

  3Asnaini dan Riki Aprianto, “Kedudukan harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-

Qur’an , al-intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Bengkulu 5, no. 1(2019), h. 15.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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lain hanya untuk mendapatkan harta yang banyak dan berlimpah. Salah satunya ialah 

memanfaatkan atau memakai harta benda orang tanpa seizin pemilikmya atau gasab. 
Gasab secara umum adalah menggunakan barang kepunyaan pribadi orang lain 

dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemilik barang tersebut. Dengan acuan 

bahwa pemakaian barang tersebut tidak bertujuan untuk dimiliki secara permanen, 

melainkan hanya beberapa waktu tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Apabila setelah 

pemakaian barang tersebut selesai, maka barang tersebut dikembalikan pada tempatnya 

meskipun terkadang tak sesuai pada tempat dan kondisi semula. 

 Gasab secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim baik berupa harta 

atau selainnya, Adapun secara istilah gas}ab berarti mengambil harta yang bernilai dan 

terjaga tanpa izin pemiliknya serta secara terang-terangan dan tidak tersembunyi.4   
Jika sesuatu ditanggung dalam kasus al-Itla>f, maka sesuatu juga harus 

ditanggung dalam kasus gasab. Oleh karena itu, harta bergerak maupun harta tidak 

bergerak adalah sama-sama ditanggung.  Sesuatu yang ditanggung dalam kasus jual beli, 

maka sesuatu itu juga ditanggung dalam kasus gasab. Karena inti yang dinginkan dari 

suatu penggaṣaban yaitu memanfaatkan dan menggunakan sesuatu milik orang lain yang 

bersifat melanggar, bisa ditemukan dalam harta tidak bergerak sebagaimana ditemukan 

dalam harta bergerak.5 Hal-hal yang belakangan terjadi pada barang yang digasab itu 

bisa berupa penambahan atau penyusutan, keduanya bisa dari faktor makhluk dan juga 

bisa dari faktor sang Khaliq.6  

 Secara prinsip, keempat mazhab yang ada sepakat bahwa pelaku gasab wajib 

menyerahkan dan mengembalikan barang yang ia gasab kepada pemiliknya, serta 

menghilangkan apa yang ia munculkan di dalamnya, berupa tanaman atau pohon dan 

wajib menggantikan kerugian yang terjadi akibat penyusutan dan pertambahan 

tersebut.7 Kutipan ini menjelaskan bahwa pelaku gasab harus mengembalikan apa-apa 

yang telah ia ambil dari hak orang milik orang lain entah itu tanah yang ia rampas atau 

seisalnya.   

 Praktik seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam penyelesaiannya, 

sebagaimana dikutip dalam buku karangan al-H{a>fiz} Ibn H}a>jar al-Asqala>ni> bahwa orang 

yang merampas tanah orang lain, jika ia menanami tanah itu, maka ia tidak berhak 

mendapatkan tanaman itu dan tanaman itu menjadi milik dari pemilik tanah  tersebut, 

namun ia berhak mendapatkan ganti terhadap benih dan biaya yang telah ia keluarkan.8 

Kutipan ini menjelaskan bahwasanya apabila seseorang menanami tanaman pada tanah  

yang bukan miliknya maka ia tidak berhak mendapat hasil dari tanamannya tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditetapkan pokok masalah yakni: 

“Bagaimana Implementasi Kaidah  laisa li> ‘Irqin Z}a>limin H}aqqun pada Pemanfaatan 

Tanah Gasab”. Dari pokok masalah tersebut dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian 

 
4‘Alī ibn Muhammad ibn ‘Alī Al-Zain Al-Syarīf Al-Jurjānī, kitāb Al-Ta’rīfāt(Cet. ;I Lebanon: Dār 

Al-Kitāb Al-‘Ilmiyyah Beirut, 1403 H/1983 M), h. 162. 
5Wahbah Mustafa Az-Zuhaili ,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Juz 6 (Damaskus: Darul fikr), h. 4789. 
6Muhammad Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Juz 4 (Kairo: Da>r al-

Hadis|,1425H/2007), h. 102. 
7Wahbah Mustafa Az-Zuhaili,Fiqh Islam Wa Adillatuhu, h. 687 
8Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram dan Penjelasnnya, (Jakarta: Ummul Qura, 

2015), hlm. 657. 
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ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kaidah  laisa li> ‘irqin z}a>limin 
h}aqqun pada pemanfaatan tanah gasab. 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka). 

Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian 

ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur 

yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal 

ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi 

dalam penelitian.9  

Jenis penelitian deskriptif  kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang 

ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Jenis penelitian deskriptif kualitatif 

merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data apa adanya. Penelitian ini 

lebih menekankan makna pada hasilnya.10 

2. Metode Pendekatan 

pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan normatif 

Pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-

norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur’an, hadis dan kaidah 

hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum 

Islam secara menyeluruh.11  

b. Pendekatan Filosofis 

Pendekatan filosofis ini dianggap relevan karena pendekan filosofi dilakukan 

untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin 

ajaran islam yang terdapat dalam Al- Qur’an dan sunah.12 

c. Pendekatan Fikih 

Pendekatan fikih, adalah pendekatan yang menggunakan teori kajian dengan 

pendekatan ilmu fikih. Dengan mengkaji sisi pendalilan setiap permasalahan fikih untuk 

menemukan istinbat hukum yang tepat dan sesuai dengan maksud dari  nas  yang ada. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian 

pustaka (library resesarch) yakni tehnik yang digunakan dalam keseluruhan proses 

penelitian sejak awal hingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai 

macam pustaka yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

 
9Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian  (Yogkarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57. 

              10“Mengenal Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah”, Situs Resmi 

Liputan6, https;?//m.liputan6.com/hot/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-

pada-sebuah-tulisan-ilmiah ? (22 Februari 2022) 
11Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35. 
12Toni Pransiska, “Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kecamata Filsafat: Sebuah Pendekatan 

Alternatif” , Intizar 23, no. 1 (2017) :h. 172. 
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a. Membaca sejumkah buku yang membahas tentang hukum seputar pemanfaatan tanah 

gasab.  

b. Mendapatkan data berupa informasi dengan membaca sejumlah literatur          atau karya 

ilmiah serta media-media online yang akurat yang berhubungan dengan hukum 

pemanfaatan tanah gasab. 

1. Mengumpulkan kitab-kitab fikih yang dipilih sebagai sumber data yang berhubungan 

dengan fokus dan tujuan penelitian.Serta menerjemahkan (jika kitab berbahasa Arab) 

dan memilih atau mengambil terhadap beberapa isi kitab yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

 

Penelitian Terdahulu 

a. Haura Nabrisa melakukan penelitian tentang analisis praktik gasab ditinjau menurut 

konsep fikih muamalah (studi kasus di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar).13 

Skripsi, tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 

Unuversitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Adapun kesimpulan 

yang bisa kita petik dari skripsi ini adalah Mekanisme praktik Gaṣab di kemukiman 

Lamteungoh berawal dari kebiasaan masyarakat yang mempunyai lahan namun tidak 

bertempat tinggal di desa tersebut sehingga pemilik lahan melakukan kerja sama 

dengan warga sekitar untuk menjaga lahan tersebut. Pelaksanaan gasab muncul 

karena pihak pengelola lahan menanam pohon tua tanpa sepengetahuan pemilik lahan 

sehingga terjadinya perbuatan gasab yang dilarang dalam Islam.  Adapun pembahasan 

yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah penulis akan membahas secara khusus 

tentang  kaidah laisa li> ‘irqin z}a>limin h}aqqun dalam implementasi pemanfaatan tanah 

gasab.   

b. Luluk Atul Mawaddah melakuakn penelitian yang berjudul, Penyelesaian Praktek-

Praktek Gasab Tanah Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten 

Sumenep Provinsi Jawa Timur Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana 

Positif.14 Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap atau mengetahui praktek-praktek 

gasab tanah yang terjadi di desa prancak, Adapun penelitian kali ini berfokus pada 

implementasi kaidah laisa li> ‘irqin z}a>limin h}aqqun dalam implementasi pemenfaatan 

tanah gasab.   

Ahmad Thohir Khoulani mahasiswa UIN Walisongo dengan judul “Gasab Di Pondok 

Pesantren Darun Najaah. Tinjauan Pendidikan Akhlak”.15 Tujuan penelitian ini adalah 

meneliti tentang sebab terjadinya budaya gasab di pondok pesantren, bagaimana 

pendidikan akhlaknya serta solusi apa yang ditawarkan guna mengendalikan budaya 

gasab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya gasab yang terjadi di 

Pondok Pesantren Darun Najah disebabkan karena 3 faktor yaitu, faktor individu, faktor 

 
13Haura Nabrisa,  “analisis praktik gas}ab ditinjau menurut konsep fiqh mu’amalah (studi kasus di 

Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar)”, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum 

Ekonomi Syariah, Unuversitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018 ) 
14Luluk Atul Mawaddah, “Penyelesaian Praktek-Praktek Gasab Tanah Di Desa Prancak Kecamatan 

Pasongsongan Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum 

Pidana Positif”, Skripsi Universtitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2022 )  
15Ahmad Thohir Khoulani, “Gasab di Pondok Pesantren Darun Najaah”, Skripsi Universitas Islam 

Negeri Walisongo, (2015) 
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lingkungan dan faktor sistem pendidikan akhlak. Skripsi ini meneliti tentang sebab 

terjadinya budaya gas}ab di pondok pesantren serta mencari solusi guna mengendalikan 

budaya gasab di pondok pesantren adapun penelitian ini akan mengkaji implementasi 

pemanfaatan tanah gas}ab dan korelasinya pada kaidah laisa li> ‘irqin z}alimin h}aqqun. 

 

PEMBAHASAN 

 
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Gasab  

Dalam pemanfaatan tanah gasab terbagi menjadi dua bagian yang pertama yaitu 

pemanfaatan tanah gasab oleh pemilik tanah itu sendiri dan yang kedua pemanfaatan 

tanah gasab dari perampas (al-Ga>s}ib). Adapun pemanfaatan tanah gasab oleh pemilik 

tanah hukumnya adalah diperbolehkan karena tanah tersebut adalah miliknya oleh 

karena itu dia diperbolehkan untuk memanfaatkannya.16 hal ini berdasarkan hadis 

Rasulullah saw yaitu; 

يَا مَنْ   تَةْ  أرَ ضًا أَح   17لَهْ  فَهِيَْ مَي  
Artinya: 

Barang siapa yang menghidupkan tanah yang gersang maka baginya tanah tersebut. 

Dalam kitab Fath} u al-Ba>ri disebutkan bahwa makna kata menghidupkan tanah 

yaitu menghidupkan tanah yang belum seorangpun pernah membanguni sesuatu di 

atasnya, maka membangun sesuatu di atas sebuah tanah seperti menghidupkan tanah 

tersebut dan menelantarkannya seperti menghilangkan kehidupan tanah tersebut. 

Menghidupkan tanah yang mati adalah seseorang yang dengan sengaja menggarap tanah 

yang belum diketahui siapa pemiliknya dan orang tersebut menghidupkannya dengan 

bercocok tanam atau membangun bangunan di dalamnya, maka tanah tersebut berubah 

menjadi miliknya baik pembangunannya hampir selesai ataukah akan selesai dalam 

waktu yang panjang. Tanah tersebut juga menjadi miliknya baik dengan izin dari 

pemerintah atau tidak mendapatkan izin, pendapat ini diambil oleh kebanyakan ulama 

fikih kecuali ulama mazhab hanafi yang mensyaratkan kepemilikan tanah tersebut harus 

mendapatkan izin dari pemerintah secara mutlak. Al-T{ahawi> sepakat dengan pendapat 

kebanyakan ulama fikih beliau menqiaskan tanah tersebut dengan air laut dan sungai 

serta hewan buruan karena para ulama bersepakat bahwa apa yang diambil dari hewan 

buruan maka itu miliknya baik dekat maupun jauh, baik dengan izin pemerintah atau 

tidak.18      

Adapun pemanfaatan tanah gasab oleh sang perampas (al-Ga>s}ib) maka 

hukumnya adalah haram. Dalam kitab Kasysya>f al-Qanna’ disebutkan bahwa pengikut 

mazhab Syafii dan Hambali berpendapat bahwa orang yang melakukan gasab itu tidak 

berhak memiliki harta gasab hanya dengan membayar harta gasab tersebut karena dia 

 
16Ah}mad ibn ‘Ali> ibn H{ajr al-As|qalani>, Fathu al-Ba>ri Bi Syarhi S{ah}ih} al-Bukhari> (Beirut; 1379), 

h. 20.    
17Muh}ammad ibn Isma>’il Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri al-Ju’fi>, al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukht}as}ar Min Umu>r Rasulullah saw., Juz III (Cet. I; t.t.p.: Da>r T}auqi al-Naja>h, 1422 H), h. 106  
18Ah}mad ibn ‘Ali> ibn H{ajr al-As|qalani>, Fathu al-Ba>ri Bi Syarhi S{ah}ih} al-Bukhari> (Beirut; 1379), h. 

20.   
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tidak berhak memilikinya dengan jalan jual beli atau dengan cara semisalnya karena hal 

tersebut tidak bisa di terima, berdasarkan hal tersebut maka mereka berpendapat tidak 

sah dan haramnya pemanfaatan harta gasab itu di tangan perampas.19 

Pengikut mazhab Maliki mengatakan bahwa tidak dibolehkan bagi perampas 

untuk memanfaatkan harta gasab baik dengan cara diutangkan atau menjadikannya 

barang jaminan akan tetapi jika harta tersebut rusak di tangan perampas maka pendapat 

yang lebih kuat menurut mereka bahwa dibolehkan baginya memanfaatkan harta 

rampasan tersebut. Mereka mengatakan bolehnya membeli daging kambing hasil gasab 

jika perampas menjualnya kepada pedagang kambing lalu pedagang kambing tersebut 

menyembelihnya.20 Bedasarkan masalah ini bahwasanya tidak boleh bagi 

perampas\penggasab menfaatkan harta rampasanya dalam hal apapun itu akan tetapi jika 

barang tersebut rusak di tangan perampas maka pemanfaatannya di bolehkan dan 

pendapat ini yang di kuatkan oleh mazhab Maliki.      

 Adapun pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa perampas itu memiliki 

harta gasab setelah dia menjaminnya dan mendapatkan kepemilikan harta tersebut. 

Perampas jika memanfaatkan harta tersebut dengan cara melakukan jual beli atau dengan 

menghubahnya sebelum dia membayar jaminan maka pemanfaatannya telah 

terlaksana.21 Menurut pendapat mazhab H anafi bahwa bolehnya pemanfaatan harta 

rampasan apabila perampas telah menjamin harta rampasan tersebut akan tetapi apabila 

perampas memanfaatkan harta rampasan sebelum dia menjaminnya maka hal tersebut 

tidak diperbolehkan.   

 Di bawah ini adalah kewajiban yang harus di penuhi oleh perampas terhadap 

harta rampasan: 

1. Mengembalikan Harta Rampasan  

Berkaitan dengan pemanfaatan tanah gasab disebutkan bahwa wajib bagi orang 

melakukan gasab untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya jika dia 

mampu dan pendapat ini  disepakati oleh empat mazhab juga disebutkan di dalam kitab 

al-Majallah al-Ah}ka>m al-Adliyyah.22 Adapun dalil yang menunjukkaan wajibnya harta 

gasab di kembalikan kepada pemiliknya adalah: 

ر و ب نِْ عَو فٍ، عَنِْ النَّبِِِْ صلى الله عليه وسلم وَقاَلَْ :فِْ  غَي ِْ تَةْ  فَهِيَْ لهَْ  وَيَ ر وِى عَنْ  عَم  يَا أرَ ضًاْ مَي    مَنْ  أَح 
لِمٍ، حَقِِْ  23حَقْ  فِي هِْ ظاَلٍِْ لعِِر قٍْ وَليَ سَْ م س 

Artinya:  

 
19Mansu>r ibn Yu>nus ibn Idri>s al-Buhu>ti, Kasysya>f al-Qanna’. Juz 4 (Cet. 1, Beirut, Lebanon; ‘A<lam 

al-Kutub),      
20Muh}ammad ibn Ah}mad ibn ‘Arafah al-Dasu>ki> al-Ma>liki>, Ha>syiyatu al-Dasu>ki> ‘Ala> al-Syarh al-

Kabi>r. Juz 3, (Da>r al-Fikr, 1230 H), h.  445.  
21‘Allauddi>n Abi> Bakr ibn Mas’u>d al-Ka>sa>ni>, Bada>’i al-S{ana>’i. Juz 10, (Cet.2 Beirut, Lebanon; Da>r 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), h. 26. 
22Majumu>’atu min al-Muallifi>n(Lajnah Mukawwinah Min ‘Iddati ‘Ulama wa al-Fuqah|a fi> al-

Khilafah} al-Us|maniyya>h, al-Majallah al-Ah}ka>m al-Adliyyah,(Beirut;Matba’ah al-Adabiyah 1877),h. 172. 
23Muh}ammad ibn Isma>’il Abu> ‘Abdillah al-Bukha>ri al-Ju’fi>, al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-

Mukht}as}ar Min Umu>r Rasulullah saw., Juz III (Cet. I; t.t.p.: Da>r T}auqi al-Naja>h, 1422 H), h. 106 
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Barang siapa yang menghidupkan tanah yang gersang maka baginya tanah tersebut dan 

diriwayatkan dari ‘Amr ibn ‘Auf, Nabi saw. bersabda: di luar hak seorang muslim, dan 

tidak ada hak bagi usaha dari seorang yang zalim. 

Begitupulah keumuman hadis yang diriwayatkan Abu> Da>wu>d dalam sunanya 

yaitu: 

 24ت  ؤَدِِيَْ حَتَّّْ أَخَذَتْ  مَا ال يَدِْ عَلَى
Artinya:  

Tangan berkewajiban terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya. 

Adapun menurut ulama fikih sepakat tentang kewajiban mengembalikan harta 

gasab. Ibn Rusyd menyebutkan dalam kitab Bida>yah al-Mujtahid bahwasanya wajib bagi 

perampas untuk mengembalikan harta yang telah dia gasab tanpa menambah dan 

mengurangi harta tersebut dan ini tidak ada perbedaan di dalamnya.25 Adapun menurut 

pendapat Ibn Rusyd mengatakan bahwa perampas wajib mengembalikan harta yang dia 

rampas tanpa adanya pengurangan didalam harta tersebut. 

2. Jaminan Terhadap Harta Rampasan 

Jika harta rampasan mengalami kerusakan di tangan perampas maka dia 

menjamin harta tersebut baik kerusakan itu terjadi disebabkan ulah tangannya disengaja 

maupun tidak dia sengaja atau sebab-sebab yang lainnya. Cara menjaminnya yaitu 

menjamin harta yang semisal dengan harta rampaan tersebut berdasarkan kesepakatan 

ulama.26 Apabila harta rampasan mengalami kerusakan ditangan perampas baik 

disengaja maupun tidak disengaja maka dia harus menjamin kerusakan atas barang 

tersebut dengan harta yang semisal dengan harta rampasan yang dia rampas. 

Jika terjadi perbedaan atara perampas dan orang yang dirampas hartanya tentang 

rusaknya harta yang telah dirampas seperti perkataan perampas yang mengatakan bahwa 

harta rampasan telah mengalami kerusakan di tangannya sementara itu pemilik harta 

rampasan tidak membenarkan perkataan perampas tersebut dan perampas juga tidak bisa 

mendatangkan bukti kerusakan harta rampasn maka dalam permasalahan ini hakim 

memberikan hukuman kepada perampas dengan memenjarakannya sementara waktu. 

Jika pada saat dipenjara ada kejelasan bukti kerusakan harta rampasan maka hakim pun 

memutuskan agar dia menjamin kerusakan harta rampasan tersebut karena hukum asal 

pada masalah rampasan adalah wajibnya perampas mengembalikan harta rampasan 

tersebut kepada pemiliknya dan menjamin harta tersebut adalah hukum yang datang 

setelahnya. Selama tidak ada seseuatu yang menghalangi dari hukum asal, maka tidak 

diputuskan baginya untuk menjamin harta tersebut yang merupakan hukum yang datang 

belakagan setelah hukum asal yaitu mengembalikan harta tersebut. Jika perampas dan 

pemilik harta rampasan berbeda pendapat mengenai hukum asal perampasan atau pada 

harta rampasan baik itu jenisnya kadarnya, sifatnya atau pada harganya ketika terjadi 

 
24Abu> Dawud ibn Sulaiman ibn asy-‘as| al-Sijasta>ni,Sunan Abi Daud, Juz 3 (Cet.1 Beirut; Da>r ibn 

H{azm), h.321. 
25Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}aammad ibn Ah}mad ibn Rusyd al-Qurtubi. 

Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id Juz 3, (Kairo: Da>r al-Hadist, 2004), h. 101.  
26Al-H{usain ibn Muh}ammad Syawwaq dan Abdul H{aq H{amisy dalam makalah yang berjudul Ta’rif 

al-Gasab wa Hukmuhu wa Ahkamuhu  
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perampasan. Maka perkataan yang dapat diterima adalah perkataan perampas karena 

pemilik harta rampasan meminta jaminan sementara perampas itu mengingkari 

kerusakan yang ada pada harta rampas maka pendapat yang dapat diterima adalah 

perkataan perampas.27   

3. Konsekuensi  Hukum Dari Pemanfaatan Harta Rampasan  

Ketika seseorang memanfaatkan harta rampasan, maka akan menimbulkan 

konsekuensi hukum pada ibadah yang dia lakukan. Apakah ibadah tersebut dihukumi sah 

atau ibadah tersebut menjadi rusak karena pemanfaatan harta rampasan, misalnya 

seseorang melaksanakan ibadah haji menggunakan harta rampasan dan berbagai macam 

bentuk ibadah lainnya yang berkaitan dengan harta rampasan dan ketika  melakukan 

ibadah ia mengetahui bahwasanya harta yang ia gunakan adalah harta hasil rampasan. 

Juga dalam ibadah salat seperti salat menggunakan pakain hasil rampasan, tempat hasil 

rampasan, berwudu menggunakan air hasil rampasan, dan mengeluarkan zakat hasil 

rampasan. Hal ini berbeda dengan ibadah yang tidak dibutuhkan ketika menggunakan 

harta rampasan seperti puasa, zikir, keyakinan dan berbagai macam akad seperti jual 

beli, sewa menyewa pada harta hasil rampasan, seperti pernikahan yaitu menikahkan 

perampas (al-Ga>s}ib) dengan budak perempuan hasil rampasan atau yang semisalnya. 

Seperti melakukan pembebasan hamba sahaya, pemberian hibah, pemberian wakaf maka 

hukumnya adalah haram dan akad yang dilakukan adalah tidak sah. Hal ini berdasarkan 

dengan pemanfaatan harta rampasan yang diharamkan berdasarkan hadis Nabi saw.28   

 29رَدْ  فَ ه وَْ أمَ ر نَْ عَلَي هِْ ليَ سَْ عَمَلًْ عَمِلَْ من
Artinya:  

Barangsiapa yang melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan maka tertolak. 

Maknanya adalah tertolak atau dalam artian diharamkannya pemanfaatan pada 

harta rampasan yang tidak menimbulkan konsekuensi hukum, seperti halnya kerusakan 

pada harta rampasan, menggunakan harta rampasan dengan cara memakan, memakai, 

menggunakan harta rampasan sebagai kendaraan, serta menjadikan harta rampasan 

sebagai tempat tinggal. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi saw.30  

وَالكَُم َّ دِمَاءَكُم َّ فَإنِ َّ رَاضَكُم َّ وَأمَ    31حَرَام عَلَي ك مْ  وَأعَ 

Artinya:   

 Karena sesungguhnya darahmu dan hartamu dan kehormatanmu adalah   haram. 

Jika perampas berdagang  menggunakan modal dari harta hasil rampasan dengan 

dinar dan dirham, atau berdagang menggunakan harga dari harta rampasan seperti 

 
27Alla>uddin Abi Bakr ibn Mas’ud, Bada’I al-Sanai’; Juz 7 (Cet.2 Beirut, Lebanon; Da>r al-Kutub al-

‘Ilmiyyah 2002), h. 163. 
28Mansu>r ibn Yu>nus ibn Idri>s al-Buhu>ti, Kasysya>f al-Qanna’. Juz 4 (Cet. 1, Beirut, Lebanon; ‘A<lam 

al-Kutub), h.112.      
29Muslim ibn Hajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, al- Musnad al-S{ah}i>h al-Mukhtas}ar Bi 

Naqli al-‘Adli ‘An al-‘Adli ila> Rasu>lilla>h Saw. Juz 3, (Beirut : Da>r Ihyai al-Turas} al-‘Arabi>), h.1343.   
30Mansu>r ibn Yu>nus ibn Idri>s al-Buhu>ti, Kasysya>f al-Qanna’. Juz 4 (Cet. 1, Beirut, Lebanon; ‘A<lam 

al-Kutub), h.113.       
31Muslim ibn Hajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, al- Musnad al-S{ah}i>h al-Mukhtas}ar Bi 

Naqli al-‘Adli ‘An al-‘Adli ila> Rasu>lilla>h Saw ,(Juz 3, Beirut : Da>r Ihyai al-Turas} al-‘Arabi>), h.1306.    
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seseorang yang merampas hamba sahaya lalu menjualnya kemudian dia berdagang 

dengan hasil penjualan hamba sahaya tersebut dan mendapatkan keuntungan maka 

keuntungan tersebut diberikan kepada pemilik hamba sahaya tersebut. Hal ini dinukil 

oleh beberapa ulama mereka berlandaskan hadis dari ‘urwa ibn al-Ja’d. Perkara ini adalah 

hal yang dipermasalahkan dalam kaidah mazhab karena pemanfaatan harta rampasan 

oleh perampas (al-Ga>sib) tidak sah lalu bagaimana pemilik harta memiliki keuntungan 

dari perniagaan yang dilakukan menggunakan harta tersebut. Namun demikian imam 

Ah}mad bin H{anbal bersepakat pada pendapat yang menyatakan bahwa keuntungan dari 

pemanfaatan harta rampasan yang dilakukan oleh perampas menjadi hak pemilik harta. 

Ibn ‘Aqi >l berpendapat tentang sahnya pemanfaatan harta rampasan oleh perampas dan 

tidak pada pembolehan memanfaatkannya. Beliau menetapkan di dalam ikhtisarnya 

tentang sahnya pemanfaatan harta rampasan yang dilakukan oleh perampas tidak hanya 

berhenti pada pembolehan memanfaatkannya karena kerusakan akibat perampasan akan 

terus berkelanjutan dan sulit kita memperbaiki kerusakan tersebut dan dikhususkan jika 

kerusakan tersebut sudah berlangsung lama maka hakim menetapkan bahwa perampas 

harus membeli harta tersebut kemudian menjadikannya dalam bentuk uang.32   

4.  Hukum Harta Rampasan Yang Bercampur  

Dalam kitab Ikhtila>f al-Fuqaha yang ditulis oleh> Ibn Jari>r al-T{abari> disebutkan 

jika harta rampasan bercampur dengan harta dari perampas yang tidak dipisahkan maka 

Imam Malik berpendapat bahwa pemilik harta rampasan dan perampas berserikat pada 

nilai harta tersebut berdasarkan perkataan Yunus bahwa telah diberitakan kepadanya 

dari ibn wahhab bahwa beliau telah ditanyakn kepada beliau pada masalah seseorang 

yang menjual barang dagangan bersama dengan suatu kelompok pedagang dan barang 

dagangan mereka bercampur antara satu dengan yang lainnya kemudian orang ini 

meninggal maka beliau menjawab setiap orang dari mereka pada harta orang tersebut 

besrserikat berdasarkan haknya masing- masing.33   

Hukum gasab adalah haram atau dilarang dalam Islam dan orang yang 

melakukannya telah melakukan perbuatan dosa.34 Adapun dalil pengharaman tindakan 

gasab terdapat pada Al-Qur’an, hadis, dan ijmak.  

a. Fiman Allah Q.S. An-nisa/4 : 29. 

رَةا عَن تَ رَ  أ أَن تَكُونَ تّهَ طّلّ إّلََّ نَكُم بٱّلۡبهَ لَكُم بَ ي ۡ كُلُوأاْ أمَۡوهَ
ۡ
يَ ُّهَا ٱلَّذّينَ ءَامَنُواْ لََ تََ نكُمۡۚ وَلََ يَهَأ اضٍ مّٰ

ا   تَ قۡتُ لُوأاْ أنَفُسَكُمۡۚ إّنَّ ٱللََّّ كَانَ بّكُمۡ رَحّيْما
Terjemahanya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.”35 Terdapat pula pada Q.S. al- Baqarah/2: 188   

 
32Mansu>r ibn Yu>nus ibn Idri>s al-Buhu>ti, Kasysya>f al-Qanna’. Juz 4 (Cet. 1, Beirut, Lebanon; ‘A<lam 

al-Kutub), h.113.    
33Abu> ibn Jari>r al-Tabari, Ikhtila>f al-Fuqaha; (Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 178. 
34Abdullah ibn Muzzh}ammad at-T{ayyar, al-Fiqhu al-Muyassar, Juz 6 (Riyadh: Mada>ru al-Wat}ani 

Li> al-Nasyri), h. 195.  
35Kementrian agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 83. 
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نۡ أمَۡ  ا مّٰ كُلُواْ فَريّقا
ۡ

امّ لتَّأ طّلّ وَتُدۡلُواْ بِّاَأ إّلََ ٱلْۡكَُّ نَكُم بٱّلۡبهَ لَكُم بَ ي ۡ كُلُوأاْ أمَۡوهَ
ۡ
ثّۡۡ  وَلََ تََ لّ ٱلنَّاسّ بٱّلّۡۡ وهَ

 وَأنَتُمۡ تَ عۡلَمُونَ 
Terjemahnya : 

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu 

dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 

hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu 

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”36 

Melalui ayat ini, Allah Swt menyampaikan bahwa umat Islam dilarang 

mengambil harta milik orang lain tanpa izin. Sebab, itu merupakan hal yang bathil atau 

buruk. al-Qurtubi> mengatakan dalam kitab al-Ja>mi’ Li ahka>m Al-Qur’an bahwa makna 

ayat ini adalah tidak boleh memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, 

termasuk di dalamnya judi, penipuan, dan perampasan.37 Begitu pula terdapa pada Q.S. 

Al-kahfi/ 18 : 79. 

مَل ونَْ لِمَسَٰ كِیَْ فَكَانَت ْ ٱلسَّفِينَةْ  أمََّا  رِْ فِی يَ ع  بَح  مَّلِك ْ وَراَۤءَه م وكََانَْ أعَِيبَ هَا أَنْ  فأََرَدتْ  ٱل 
خ ذْ 

 
بࣰا سَفِينَةٍْ ك لَّْ یََ  غَص 

Terjemahnya:  

Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku 

bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang 

mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa.38 

Dengan demikian gasab secara rinngkas dapat di artikan merampas. Al-Qurtubi> 

mengatakan dalam kitab al-Ja>mi’ li> ah}ka>m al-Qur’a>n bahwa makna ayat ini adalah 

sesunggunya mereka dan apa yang mereka lakukan serta usahakan akan datang setelah 

itu waktu di mana seorang raja akan merampas setiap kapal tersebut.39 

b. Hadis Rasulullah saw. 

ركِ مْ  هَذَا فِْ وَالَك مْ  وَأعَ راَضَك مْ  عَلَي ك مْ  حَراَم كَح ر مَةِْ يَ و مِك مْ  هَذَا فِْ شَه   فإَِنَّْ دِمَاءكَ مْ  وَأمَ 
 40ال غَائِب الشَّاهِدْ    فَ ل ي  بَ لِِغْ  هَذَْ بَ لَدِك   

Artinya:   

Karena sesungguhnya darahmu dan hartamu dan kehormatanmu adalah haram untuk di 

gangu atau ditumpahkan. Seperti kemulian hari ini(hari kurban) juga pada bulan 

ini(zulhijjah) dan pada negeri ini, maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada 

yang tidak hadir.   

 
36 Kementrian agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 29. 
37Abu> Abdillah Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Abi Bakr al-Qurtubi>, al-Ja>mi’ Li ahka>m Al-Qur’an, Juz 

3 (Cet.1 Beirut, Lebanon: Muassah al-Risa>lah 2006), h. 223. 
38Kementrian agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, ( Bandung: Cordoba 2017), h. 302. 
39Abu> Abdillah Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Abi Bakr al-Qurtubi>, al-Ja>mi’ Li ahka>m Al-Qur’an, Juz 

3, h. 349. 
40Muslim ibn Hajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, al- Musnad al-S{ah}i>h al-Mukhtas}ar Bi 

Naqli al-‘Adli ‘An al-‘Adli ila> Rasu>lilla>h Saw ,(Juz 3, Beirut : Da>r Ihyai al-Turas} al-‘Arabi>), h.1306.   
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Al-Nawa>wi> menjelaskan maksud dari hadis ini dalam kitab syarah} s}ahih} muslim 
bahwa maksud dari hadis ini adalah penjelasan tentang penegasan akan haramnya harta, 

darah, dan kehormatan serta peringatan untuk hal tersebut.41 Menurut pendapat al-

Nawawi dalam menjelaskan makna hadis Rasulullah saw akan begitu pentingnya harta, 

darah, dan kehormatan dalam Islam sehingga beliau mengatakan akan haramnya 

mengambil harta dan menumpahkan darah serta merusak kehormatan orang lain. 

اًْ أَخَذَْ مَنْ : يَ ق ول صلى الله عليه وسلم اْلل رسولْ سمعت : قال زيدْ بن سعيد رواهْ وَمَا  الَأر ضِْ مِنْ  شِبْ 
َْ سَب عِْ اِلَْ ط وِِقَهْ  ظ ل ماًْ  42أرََضِی 

Artinya:  

Dan apa yang di riwayatkan dari sa’i>d ibn s|ai>d beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: 

barang siapa yang mengambil sejengkal dari tanah secara paksa maka ia akan memikul 

tuju lapis tanah pada hari kiamat. 

c. Ijmak. 

سْلّمُوْنَ عَلَى تََْريّْْ الغَصْبُ فِ الْمُْلَةّ  
ُ

غنِّ :وَأَجَْْعَ الم
ُ

 43قاَلَ فِ الم
 

Artinya:  

Berkata ibn Qudama: kaum muslimin bersepakat akan haramnya perampasan secara 

umum. 

ةَ ابِ نْ  وَقاَلَْ  44حَراَم الغَص بَْ أَنَّْ عَلَى وَات َّفَق و ا : ه بَي 
 

Artinya:  

Berkata ibn Hubair: ulama bersepakat bahwasanya perampasan tanah hukumnya haram.   

 

B. Implementasi Kaidah Laisa Li> ‘Irqin Z{alimin H{aqqun pada pemanfaatan Tanah 
Gasab 

Berdasarkan kaidah laisa li> ‘irqin z{alimin h{aqqun pemanfaatan tanah gasab 

hukumnya adalah haram berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Qur’an, Hadis dan Ijmak. 

Maka dari itu pemanfaatan tanah gasab ditinjau dari kaidah laisa li> ‘irqin z{alimin h{aqqun 
adalah haram karena akad dan pemanfaatan yang dilakukan terhadap harta rampasan 

oleh perampas tidak sah dan tidak dibolehkan syariat, pelarangan pemanfaatan harta 

rampasan juga di dukung oleh kaidah-kaidah fikih. Kaidah yang pertama la> yaju>z}u li 
ah}adin an yatas}arrafa fi> milki al-Gai>ri aw h{aqqi bila> iz}nin ( زَُّ لََّ فََّ أنَ َّ لِِحََد َّ يَجُو  مِل كَِّ فِي َّ يتَصََر   

 
41Abu> Z}akaria Yah}ya ibn Syaraf al-Nawa>wi ad-Dimasyqi, S{ahih Muslim bi Syarh} al-Nawawi, Juz 

1(Cet.1, t.t.p), h. 169. 
42Muslim ibn Hajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, al- Musnad al-S{ah}i>h al-Mukhtas}ar Bi 

Naqli al-‘Adli ‘An al-‘Adli ila> Rasu>lilla>h Saw ,(Juz 3, Beirut : Da>r Ihyai al-Turas} al-‘Arabi>), h.1231. 
43Syamsuddin Muh}ammad ibn Muh}ammad al-khati>b as-syirbini>, Mughnil Muhtaj ila> Ma’rifatu 

Ma’a>ni> alfa>z al-maha>ji, (Cet.1, Riyadh: Da>r al-Kutubi al-Ilmiyyah 1415 H/1994 M), h. 360. 
44Yahya ibn Muh}ammad ibn Hubairoh al-Z|uhali al-Syaiba>ni, al-Ifs}ahu ‘an Ma’a>ni al-S{iha>h ,(Juz 2, 

Da>r al-Wat}ani), h. 28.  
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 yang artinya tidak diperbolehkan kepada seseorang untuk mengelola 45(الغيَ رَِّ أوَ َّ حَق ِهَِّ بلََِّ إِذ ن

harta milik orang lain atau hak nya tanpa izin, kaidah yang kedua la> d{arara wala> d{ira>ra ) 
 yang artinya Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan 46( ل ضَرَرََّ ول ضِرَارََّ

diri sendiri dan orang lain, kaidah yang ketiga adalah aklu al-Ma>l bi al-Ba>til h{aram 
لَُّ ال مَال َّ باِلبَاطِل َّ حَرَام)    .yang artinya memakan harta dengan cara yang batil adalah haram 47(أكَ 

Adapun contoh-contoh penerapan kaidah laisa li> ‘irqin z{alimin h{aqqun dalam 
pemanfaatan tanah gas}ab sebagai berikut: 

Seseorang datang ke sebuah tanah yang sebelumnya telah dihidupkan oleh 

seseorang kemudian dia menanam di tanah tersebut dengan cara merampas atau dia 

membuat sesuatu di tanah tersebut untuk memilikinya, maka dalam keadaan demikian 

dia menjadi orang yang zalim karena dia membajak tanah sementara dia mengetahui 

bahwa tanah yang yang akan dia bajak adalah milik orang lain, maka dia pada perbuatan 

tersebut zalim dan perampas maka hukumnya dia mencabut tanaman yang dia tanam 

atau merusak apa yang dia telah bangun di tanah tersebut, dan jikalau pemilik tanah rida 

adanya tanaman yang dia tanam atau bangunan yang dia bangun kemudian sang pemilik 

tanah membayar kepada penggas}ab tersebut seharga pohon atau sesuatu yang dia bangun 

di situ maka itu tidak menjadi masalah baginya.48 Dan juga terdapat pada kitab al-
Majmu’ tentang tidak bolehnya pemanfaatan harta rampasan oleh perampas berdasarkan 

hadis yang diriwayatkan oleh Rafi’ bahwa Nabi saw bersabda: 

ضََّ زَرَعََّ مَن َّ    م َّ أرَ  عَِّ فِي َّ لَهَُّ فَليَ سََّ مِن  ه مْ  اِذ نَِّ بلََِّ قوَ  ر  مَدَُّ رَواهََُّ .نفَقَتَهَ وَلَهَُّ شَئ َّ الز   49أحَ 

Artinya:  

Barang siapa yang menanam tanam di atas suatu kaum tanpa seizin dari mereka maka 

tidak ada bagian untuknya pada tanah dan tanaman tersebut dan baginya membiayai 

tanah tersebut. 
Juga hadis yang diriwayatkan dari Anas secara marfu yaitu: 

لِمٍْ ام رئٍِْ مَالْ  يََِلْ  لَْ   سِهِْ بِطِيبِْ إلَّْ م س  رَجَهْ  .نَ ف  الدَّارق ط نِْ  أَخ 
50 

Artinya: 

 Tidak halal harta seseorang melainkan dengan kerelaan hatinya. 

 Juga terdapat pada hadis yang diriwayatkan Hisya>m ibn ‘Urwa dari ayahnya 

 
45Muhammad S}idqi> bin Ahmad bin Muhammad A<li Burnu> Abu> al-Ha>ris al-Gazi>, al-Waji>z Fi> i>d}a>h}i 

Qawa>’id al-Fiqhi al-Kulliyah, juz 1 h. 390.    
46Ali> Ah}mad al-Nadawi, Mausu>’ah al-Qawa>’id wa al-D{awa>bit} al-Fiqhiyyah, Juz 1(Da>r ‘A>lam al-

Ma’rifah), h. 165.  
47Ali> Ah}mad al-Nadawi, Mausu>’ah al-Qawa>’id wa al-D{awa>bit} al-Fiqhiyyah, Juz 1, h. 236 
48Muhammad S}idqi> bin Ahmad bin Muhammad A<li Burnu> Abu> al-Ha>ris al-Gazi>, al-Waji>z Fi> i>d}a>h}i 

Qawa>’id al-Fiqhi al-Kulliyah, juz 1(Cet. IV; Beirut- Lebanon: Muassasatu al-risalah,1996M/1416 H), h. 

374. 
49Muh}ammad Naji>b al-Mut}i>’i>, al-Majmu>’ Syarh al-Mazhab Juz 14 (al-Madi>nah al-Munawwarah: 

al- Maktabah al-Salafiyyah), h. 258. 
50Muh}ammad Naji>b al-Mut}i>’i>, al-Majmu>’ Syarh al-Mazhab Juz 14, h. 258. 
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ِْ مِنْ  بَنِْ بَ يَاضَهْ  مِنَْ الأنَ صَارِْ فَ غَرَسَهَا نََ لًْ جًََّا فَ ر فِعَْ ذَلِكَْ إِلَْ  أَنَّْ رَج لًْ غَصَبَْ أرَ ضًا مِنْ  رَج لَی 
ر ضِْ لرَِبِِْ يََ عَلْ  وَلَْ  بِقَل عِهِْ فأََمَرَْ صلى الله عليه وسلم اللَِّّْ رَسولِْ  تَحَقَّْ وَلَوْ  خِيَاراً اَل  هْ  خِيَاراًْ اس   51بِهِْ وَحَكَمَْ لِع لَم 

Artinya:  

Bahwa seseorang telah merampas sebuah tanah dari dua orang bani baya>d}ah dari 

golongan ansar lalu dia menanaminya pohon kurma yang sangat banyak di atas tanah 

tersebut  maka hal tersebut diadukan kepada Rasulullah saw kemudian beliau 

memerintahkan agar pohon kurma tersebut di cabut dan tidak memberikan pilihan 

kepada pemilik tanah, jika dia berhak mendapatkan pilihan maka Rasulllah akan 

meberikan pilihan kepada orang itu dan menghukuminya dengan hal tersebut.   

Karenanya membangun dan menanam sesuatu yang sedikit di atas tanah 

rampasan adalah seperti halnya membangun dan menanam yang banyak, ketika pemilik 

tanah tidak memiliki sedikitpun dari apa-apa yang di bangun dan ditanam di atas 

tanahnya  maka lebih utama lagi dia tidak memiliki sesuatu yang banyak. Dan diperoleh 

dari masalah ini dua bentuk pengiasan: 

1. Jika dia tidak memiliki sedikit dari harta rampasan maka dia juga tidak memiliki banyak 

dari harta rampasan tersebut.    

2. Bahwa permusuhan tidak memiliki sesuatu yang terpisah maka wajib baginya agar tidak 

memilik sesuatu yang bersambung.52  

Adapun hadis la> d{arara wala> d{ira>ra ( ََّل ضَرَرََّ ول ضِرَار) maka dia menjadi sebab 

diangkatnya kemudaratan bukan sesuatu yang menyebabkan kepemilikan. Adapun 

masalah bercocok tananam atau membangun sesuatu di atas tanah rampasan maka tidak 

keluar dari tiga keadaan yaitu:  

1. Tanah tersebut menjadi milik perampas  

2. Tanah tersebut adalah harta rampasan dari pemilik tanah  

3. Tanah tersebut adalah rampasan dari orang lain  

Adapun pada masalah yang pertama, maka terdiri dari empat keadaan:  

a. Keadaan pertama: kedua pihak (perampas dan pemilik tanah) bersepakat untuk 

meninggalkan bercocok tanam dan membangun sesuatu dengan imbalan ataupun tidak 

dengan penyewaan, maka boleh mereka  mengambil sesuatu dari kesepakatan yang 

mereka lakukan, karena hak dari harta tersebut dikhususkan bagi mereka melalui 

kesepakatan, jika kesepakatan mereka dilakukan dengan akad maka hak kepemilikan 

dari tanaman dan bangunan tersebut menjadi sah dan dia tidak mengembalikannya 

ketika ada permintaan untuk mencabut sebelum batas waktu yang ditetapkan berakhir 

baik keduanya mengetahui jumlah penyewaan tanaman dan bangunan yang harus 

dikeluarkan.53   

b. Keadaan kedua: keduanya bersepakat untuk mengambil hasil dari penjualan tanaman dan 

bangunan baik tanaman dan bangunan tersebut masih ada maupun sudah dicabut atau 

 
51Muh}ammad Naji>b al-Mut}i>’i>, al-Majmu>’ Syarh al-Mazhab Juz 14, h. 258. 
52Muh}ammad Naji>b al-Mut}i>’i>, al-Majmu>’ Syarh al-Mazhab Juz 14, h. 370. 
  
53Muh}ammad Naji>b al-Mut}i>’i>, al-Majmu>’ Syarh al-Mazhab Juz 14, h. 371. 
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dipindahkan dari tanah rampasan tersebut. Maka hal ini dibolehkan karena sudah terjadi 

jual beli yang di dalamnya diperhatikan syarat-syarat jual beli.54 

c. Keadaan ketiga: keduanya bersepakat untuk mengambil biaya tanah dari perampas, 

kemudian setelah itu telah jatuh permintaan kepada perampas.55  

d. Keadaan keempat: perampas mangambil dan mencabut tanaman dan bangunan di atas 

tanah tersebut. Maka dia sudah terbebas dari membayar biaya terhadap perampasan 

tanah tersebut.56    

Adapun masalah yang kedua yaitu tanaman dan bangunan di atas tersebut 

menjadi milik pemilik tanah jika pemilik tanah rida agar tanaman dan bangunan yang 

ada di atas tanahnya dia ambil maka bisa di antara keduanya mana yang dia inginkan 

dan dia tidak dibebankan biaya pembangunan.  

Adapun masalah ketiga  yaitu jika tanaman dan bangunan yang dirampas berasal 

dari selain pemilik tanah maka setiap dari keduanya yaitu pemilik tanah maupun pemilik 

tanaman maka harus mengambil tanaman dengan mencabutnya kemudian dikembalikan 

kepada keduanya dan menyempurnakan apa yang kurang dari miliknya    

Contoh permasalahannya seperti yang dikemukakan oleh Sya>fi’i> jika perampas 

menggali sumur di tanah rampasan lalu dia ingin menimbunnya dan menutup sumur 

teersebut maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan baginya untuk melakukannya 

walaupun apa yang dia lakukan terhadap sumur tersebut tidak bermanfaat baginya. Juga 

misalnya jika seseorang merampas sebuah tanah lalu di dalamnya dia menggali sebuah 

sumur maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melampaui batas, maka wajib 

baginya menutup sumur yang dia gali tersebut dan menjamin kerusakan yang terdapat 

di dalamnya.57 

Ada empat keadaan yang berkaitan dengan pemilik tanah dan perampas tanah 

yaitu:  

1. Keduanya baik pemilik maupun perampas bersepakat menutup sumur agar perampas 

bebas dari jaminan. 

2. Keduanya bersepakat untuk membiarkan sumur tersebut. Dan sumur tersebut menjadi 

milik keduanya dengan catatan sesuatu yang jatuh ke sumur tersebut maka menjadi 

jaminan perampas. 

3. Pemilik tanah menuntut agar perampas menutup sumur tersebut namun perampas tidak 

mau menutupnya. Maka dalam masalah ini perampas dipaksa untuk menutup sumur 

tersebut.  

Perampas menuntut agar sumur tersebut ditutup namun pemilik tanah tidak mau 

menutupnya. Dan jika pemilik tanah tidak membebaskannya dari jaminan kerusakan 

yang ada di dalamnya maka hendaklah menutup sumur tersebut agar dia mendapatkan 

manfaat dari jatuhnya permintaan menjamin kerusakan di atas tersebut. 

 

 

 

 
54Muh}ammad Naji>b al-Mut}i>’i>, al-Majmu>’ Syarh al-Mazhab Juz 14, h. 371. 
55Muh}ammad Naji>b al-Mut}i>’i>, al-Majmu>’ Syarh al-Mazhab Juz 14, h. 372.  
56Muh}ammad Naji>b al-Mut}i>’i>, al-Majmu>’ Syarh al-Mazhab Juz 14, h. 372.   
57Muh}ammad Naji>b al-Mut}i>’i>, al-Majmu>’ Syarh al-Mazhab Juz 14, h. 372.    
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KESIMPULAN 

 

Berdasarkan kaidah Laisa Li> ‘Irqin Z{alimin H{aqqun pemanfaatan tanah gas}ab hukumnya 

adalah haram berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Qur’an, Hadis dan Ijmak. Maka dari 

itu pemanfaatan tanah gas}ab ditinjau dari kaidah Laisa Li> ‘Irqin Z{alim H{aqqun adalah 

haram karena akad dan pemanfaatan yang dilakukan terhadap harta rampasan oleh 

perampas tidak sah dan tidak dibolehkan syariat. 
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